
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua 
atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

a. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada 
Pemerintah Daerah merupakan langkah strategis untuk 
mewujudkan perbaikan tata kelola pemerintahan yang 
baik, yang merupakan prasyarat utama pembangunan 
nasional; 

b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 
Tahun 2023, bagi pemerintah daerah yang telah 
menyusun Road Map Reformasi Birokrasi berdasarkan 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road 
Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 menyesuaikan 
dengan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 dalam 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Gubemur tentang Perubahan Atas Peraturan 
Gubernur Riau Nomor 70 Tahun 2020 tentang Road Map 
Reformasi Birokrasi Provinsi Riau Tahun 2020-2024; 

GUBERNUR RIAU, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat: 

Menimbang: 

TENT ANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 70 TAHUN 2020 

TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PROVINS! RIAU 
TAHUN 2020-2024 

PERATURAN GUBERNUR RIAU 
NOMO TAHUN 2023 

GUBF.RNU~ R!AU 
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3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi 
Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6808); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 ten tang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6402); 

5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang 
Grand Design Reforrnasi Birokrasi 2010 - 2025; 

6. Pcraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang 
Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara 
Republik Indonesia Nomor 441) sebagaimana telah 
diubah dcngan Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 
Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 
tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita 
Negara Republik Indonesia Nomor 233); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( 
Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
157); 

8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah 
Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 
2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 
Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran 
Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 7); 



(1) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh seluruh 
Perangkat Daerah. 

(2) Pembinaan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di daerah 
dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui Biro 
Organisasi. 

(3) Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Reformasi 
Birokrasi dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah. 

Pasal 5 

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi 
se bagai beriku t: 

REFORMASI PELAKSANAAN BABIV MANAJEMEN 
BIROKRASI 

BAB V PENUTUP 

Road Map Reformasi Birokrasi disusun dengan sistematika 
sebagai berikut : 

BABI PENDAHULUAN 

BAB II GAMBARAN BIROKRASI INSTANSI PEMERINTAH 

BAB III AGENDA REFORMASI BIROKRASI INSTANSI 
PEMERINTAH 

Pasal 4 

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai 
berikut: 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 
70 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 
Provinsi Riau Tahun 2020-2024 (Serita Daerah Tahun 2020 
Nomor 71) diubah sebagai berikut: 

Pasal I 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 70 TAHUN 2020 
TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PROVINS! 
RIAU TAHUN 2020-2024 

Menetapkan: 

MEMUTUSKAN: 



~ 
BERJT AH PROVINS! RJAU TAHUN 2023 NOMOR

Ditetapkan di Pekanbaru 
pada tangga .3 

'CUBERNU

SYAMSUA
Diundangkan diPek 
padatanggal 3 

SEKRETARI VINS! RJAU, 

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
Pengundangan Peraturan Gubemur mi dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau. 

Pasal II 

4. Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka 
lampiran Peraturan Gubemur Riau Nomor 70 tahun 2020 
tentang Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi Riau Tahun 
2020-2024 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 71), dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku. 

3. Ketentuan dalam lampiran Peraturan Gubemur Riau Nomor 
70 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 
Provinsi Riau Tahun 2020-2024 {Berita Daerah Tahun 2020 
Nomor 71) diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran 
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Gubemur ini. 
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